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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

pahwa sesua dengan Ketentuan Pasal 95 ayal (1) Undang-undang
Nomar 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan Relnibusi Daerah Pajak
Daerah giletapkan dengan Peraluran Daerah

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a,
parly menetapkar Peraturan Daerah Kabupalen Samosir ientang Pajak
Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 lantang Penag:han Fajak dengan
Sural Paksa (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 1987 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagarmana telah dwbah dengan Undang-Undang Momor 18 Tahun
2000 (Lembaran Megara Republix indonesia Tahun 2000 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 2987)
Undang-Undang Nomot 14 Tahun 2002 featang Pengadilan Pajak
{Lenibaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),

Undang-Undang Nomar 17 Taghun 2003 tenlang Kewangan Negara
{Lembaran Negara Republik indongsia Tahun 2003 Momor 47 Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomar 4286),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 leatang Pembenlukan Kabupatan
Samosir gan Kabupalen Serdang Bedagar di Propingi Sumalera Utara
{Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 131,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4346}
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 124
Tainbahan Lermbaran MNegara Repubhk Indonesia Momor 4437
sebagawnana telah dubah beberapz kah dan lerakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ientang Pemerintahan Oaerah
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844},

Un jang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 1entang Penmbangan Keuangan
anlara “enenntah Pusal dan Pemerintahan Daerab [Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tatwa 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Megara
Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paak Daerah Dan
Retrbust Dawrah (Lembaran Negara Republik Indongsis Tahun 2004
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Nomor 130, Tambahan {embaran Negara Republik indonesia Nomor
5049).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembenlukan Pesaluran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Peraluran Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 ijentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomoc 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor
4578),

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan
Pemermah, Pemenntahan Daerah Propinsi, Pemeriniahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4737},

Peraturan Pgmenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tumbahan Lembaran Negara Republk Indonesta Nomor
4741).

Peraturan Pemerintah Nomor €3 Tahun 2010 tenlang Tata cera
Pembenan dan Pemanfaatan Insenuf Permungutan Pajak Dagrah dan
Retabust Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor
5161).

Peraturar Pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 1entang Jenis Pajak Daeral
Yang Dipungul Rerdacarkan Penetapan Kepals Daerah Atau Uibayar
Sendin Qler Wajb Pajak (Lembaran Negara Republk indonesia Tatun
2010 Nemor 153, Tambahan lLembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 5179)

Peratyran Presmiden Reoublik indonesia Nomo: ! Tanun 2007 lentang
Pengesahan Pengundanian dan Penyebarluasan Pecaluran Perundang-
ungangan,

Peraturan Dacrah Kanunaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Orgamsass dan Tala Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosw (Lembaran
Daeran Nomor 132 Tahun 2007 Sen D Nomor 15)

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Mznetapkan

dan
BUPATI SAMDSIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTZ NG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daecah i yang dimaksud dengun”

1

Dacrah adalah Kebupaten Samosw

2 Pemenntahan Dserah adalsh penyelenggaraan urusan pemenntzhan

oleh Pemerntah Daerah dan Dewan Perviakilan Rakyal ODaerah menunut
asas otonom: dan Tugas Pumbentuan dengan prnnsip otonomi seluas
lasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik tndonesia
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sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Ropublik
Indonesia Tahun 1945

Pemenniah Qaerah adalah Bupah Samose dan Perangkat Daerah
Kabupalen Samossr sebagal unsur penyelenggara Pemerinlanan Daecah
Kabupalen Samosir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Samosir, yang sclanjutnya
dismngkal DPRD. adalah lambaga perwakian rakyal daerah sebagan unsur
penyelenggara Pemarintahan Qaerah Kabupatsn Samosic

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupalen Samasir.

Pajabal adalah pegawai yang diber lugas lerentu di idang perpajakan
daerah sesuai dengan perafuran perundang-undangan

Peraluran Daerah adalzh peraluran perundang-undangan yang dibeniuk
oleh DPRD Kabupalen Samosir dengan perselyjuan bersama Bupah
Samosie

Peraluran Kepala Daerah adatah Peraturan Bupali Samosic

Pajak Daerah. yang selanjutnya disebut pajak. adaizh kenlnbus walb
repada Daerah yang lerviang oleh arang pribad) atau badan yang bersifal
memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan tdak mendapalkan
imbalan secara langsung dan digunakan uniuk keperivan Caerah bag
sebesar-besarnya kamakmuran rakyal.

Badan adalah sekumpulan orang danfalav modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang lidak malakukan
usaha yang mehpul perserocan terbatas, persarpan komandiler, persercan
lainnya, Badan lsaha Milik Negara {BUMN), atav Badan Usaha Mk
Caeran (BUMD) dengan narma dan dalam bernluk apapun, firma, kongs:,
AOperas, dana penswin, persekuluan perkurnpulan, yayasan, organisast
Masta, organisas sosial polibk, atau organisas lainnya, lembaga dan
bentuk badan lannya termasux kontrak Investas: koleklf dan beniuk
usaha tetap

Pejak Holet ndalah pajak alas pelayanan yang disechakan oleh hpte!

Hotef adalah fasifitas penyediz jasa penginapaniperistirahalan termasuk
Jasa lerkail lainnya dengan dipungut bayaran yang mengcakup juga motel
losmen, gubuk  parraisala, wasma  paravisala, pesanggrahan  rytiah
perginapan dan spiemsaya. s2ra rumah kos dengan puenlah kamar iotih
dan 13 {sepdlul i

Pajak Restoran adalah pajsk alas pelayanan yang disedikan oleh
fesloran

- Restoran adalah fasinas penyedia makanan daniatau mmuman denyan

dipungut bayaran, yang mencahug juga rumah makan, kaletana, kanhn
warung, Liar, dan sefenisnya lermasul jasa bogalkatenng

Pajak Hituran adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan

Hiburar adalah semua jenis WOnlonan, perlunjukan parmainzn, danfa
keramaian yang dinkenab der gan dipungut bayaran

Pajak Reklarne adalah pajak atas penyelanggaraan rexlame.

Rekiame adalah beada, alal, perbuatan, alau maodi yang bentuk d.ao
Corak ruygamnya chrancang unluk lupan komersial memperkonalkan
menganurkan, Mempromesikan, alsu unluk Mgk perhatan mqo
lerhadap barang, 1asa. wang. alau Ladan yang dapal dilihal, dibar:
didengar, dirasakan, danfatau dinkkmiall otuh umum

.Payak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga st

baik yang dihasilkan sendn maupun dipereteh dan sumber 1ain

Pajab pineral Bukan Logam qan Galuan adalah pajak atas kegiainn
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, bak dari sumber alaun o
dalum gan/alau permukian bumi uniluk dirmaniaathan
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Mineral Bukan Logam dan Batuan adalih mineral bukan logem dan
batuan sebagamana dimaksyd di dalam peraturan perundang-ungangan
dr idang mineral dan balubara

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelunggaraan lemval parkie di luar
badan jalan, bak yang disediakan berkaitan dengan pokok vsaha mavpun
vang disediakan sebaga sualu usaha, tennnsuk penyediaan lempatl
penlipan kendaraan bermolor

Parkir adalab keadaan udak bargerak sualt kendaraan yang tidak bersifal
sementara

Fajak Air Tanah adalah pajak atas vengamolan danfatau pemenlaatan aw
tanah

A Tanah adalah aw yang lerdaps! dalam lamsan lanzh atau baluan
dibawah permukaan 1anah

Subjek Pajak adalah orang pnbadh atao Badan yang dapat dikenakan
Pajak

Wajb Pajak acalah orang pnbadi alau Badan, melipul pembayar pajak,
pemolong  pajak  dan pemungul pajak, yany mempunyai Fak  dan
Rewapban perpalakan sesuar degan ke'entuan peraluran perundang-
undangan perpajakan daerah

Maza Pajak adalah jangka wakic 1 (salu} bulan Katznder alau jangka
wakiy lain yang datur dengan Peratlurar Kepals Oaerah paling lama 3
{hga) butan kalender. yang menjadi dasar bagr Wapd Pagk untuk
rgnghilung, menyetor. dan melaporkan paak yang "erulang.

Tahun Pajak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (salu) tabun kalender,
kecual bila Wapb Pajak mengguenakan tahun buku yang bdak sama
dengan lahun kalender

Pajak yang terutang adalat pajak yang harus dibayar padu sua'u saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak. atay dalam Bagian Tahun Pajak
sesual dengan keientuan peraluran perundang-undangan perprjakan
[Daeran

Pemungulan adalab suatu rangkaan kegiatan mular dan penghimpunan
dala objek gan suybjek pajak atau relnbus, penentuan besarnya pajal
atan relnbos yang lerulang sampan kegalan panagihan rajak atau
retribus kepada Wapb Pajan 5ana pengawasan Denyelorannya

Selfl Assesmen! adalan wapb pajak  menghituag,  oemperhiungkan
melaporkan, dan menyelar juriiah pajak yang lerutang

Othcial Assesment adalabh Pajak yang terulang ditetapkan oleh pejabat
pajak berdasarkan objek pajak yang ditenma, dimilik, atau d'maniaalkan
oleh wanh pajak

Sural Pemberttatuan Pajak Daerah, yang selanutnya disingkal SFTPC,
adalah surat yang oleh Wank Pajak digunakan unluk melaporkan
penghitungan danfalau pembayaran pajak. Objek Pajak danfalay bukan
Obgek Pajak, danfalau harta dan ltewaptan sesuas dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Surat Setorar Pajak Daerah, yang selamutnya dismngkal SSPD, adatah
bukh pembayaran alau penyeloran pajak yang telah dilskukan dengan
menggunakan tormulir atau telah didakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui lempal pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
Sural Kelelapan Pajsk Daerah, yang selanutnya disingkal SKPD. adalah
sural keletapan pajak yany menentukan besarmys jumlah pokek pajak
yang lerutang,

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bay3r, yang selanjulnya dizingkat
SKPDKB, adalah sural keietapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak. jumlah kredil pajak, jurlah kekurangan pembayaran
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pokok pajuk, besarnya sankst adrmirisiralil, dan jumitah pajak yang masih
harus dibaya

Sural  Ketelapan Pajak  Daergh Kurang 8ayar Tambazhan, vang
selemuinys disingkal SKPUKBT, adalab sural keletapan pajok vang
meneniukan tambahan alas jJumilah pajak yang lelah dilelapkan

Sorat Keletapan Pgjak Daerah Mihil yang salanulnya disingkot S¥PON,
adalah sural kelelapan papb yang maneniiykan jumiah pokak aipiah namg
bezarnva dengan jumiah ket payak play parsk ndak tarutany dan hegak
ada kiedu pajak

Sural Keletapan Pajak Daeiah Lol Bayar yang selamulnya diznghal
SKPDLE  adalah surat ketziapan  papk yang menentukan  juilah
kelebihan pembayaran pajod karena jumiah kredit pajak letih bonw
danpida pajak yang terutang slau seharwenya Idak lerutang

Sural Tagman Pajsk Daerzh. yang selaulaya disanghat STRDY, adalah
surat untuk metakukan lagiban paiak daryatau sanksi administrabl borupa
bunga danfalau dends

sural Kepulusan Pembelulan adslah Surat kepuluean yang membetulkan
ke'salahan lwhs, kesalahan hitung vanfalau kekefiruan dalam penerapan
ketenluan tedeniy delam pariluran perundang-undangan  perpaiakan
daesah yang \erdapat dolam Surat Pembentahuan Pajak Terulang, Surat
Ketetapnn Pajak Deerah. Surat Keleiapan Pajak Daerah Kurang Bavyar,
Suvint Kelelapan Pajak Doerah Kurang Bayar Tambahan, Sural Ketetapan
Pa ak Dasran Nibi, Sural Kitelapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Taghan Papak  Daerah  Sural Kepulusan Pembetulan, atau  Sura
Keputusan Keberatan

Sural Kepulusan Keberatan .dalah sural Kepulusan atas keberalan
terhadap Swat Pembertahuan Pojsk Terulang Sural Ketglapan Pajak
Daeran, Surat Ketetapan Pagak [aerah Kurang Baysr Sural Ketelapan
Pajak Dzerah Kurang Bayar tambshan Surat Ketelapan Pajak Daerah
Nitul, 5ural Keletapan Pagk Dascah Lebh 8ayar  alau terhadap
REMOIONGEN alaw pemungular oleh pihak ketiga yang dajukan gleh Waprh
Pajak

Putusan Banding adatan pulusan badan peradian paak alas banding
te hadap Sural Kepurtusan Keberadsn yang diaukan alen Wapb Pagak
Pernhukuan adalan sualu proses pencalatan yang dilakukan secara
teralir unluk mengumpuikan dala dan inlormas: kevangyan yang mehpub
hana, kewajban. modal. penghasian dan biaya. sena jumlah harga
perolelhian dan penyarahan barang alau jasa. yang dilolup dengan
manyusun laporan kevangan berupa neraca dan laporan laba fug untuk
petioge Tahun Pajak tersebut

Pemeriksaan adalah secangkaian kegialan menghimpun dan mengolah
gata. kelerangan. dan/atau bukli yang ditaksanakan secara obyekuf dan
profesional berdasarkan sualu slandar pemerksaan unluk%  menqgup
kepaluhan pemenuhan kewagiban petpajakan daerah dan  relribi
danfatau yuan luin dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
peiundang-undangan perpajakan daerah

CFenydikan  togak  pidana o bndang  perpajakan  daerah  adalah

sgrangkanan hndakan yang dilakukan olen Penydih unluk mencan serla
mengumpuikan bukh yang dengan bukti nu mambust terang tindak pidana
di bidang pecpajakan  daerah  yang tenadi sertla  menemukan
lersangkanya



BAB I
PAJAK DAERAH

- - Bagran Hesalo
Jenis Pajak Daerah

Pasal 2
- Janis Pajak Daerah yang dimaksud dalam Peraliran Daerah i adalath
a. Pajak Hotel,
b Pajak Restoran,
¢ Pajak Hiburan,
d Pajak Reklame,
e Pajak Penerangan Jalan,
{ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
q Pajak Parkir,
h Pajak fur Tarah,
Bagian Xedna
Pajak Hotel
Pasal 3

(1} Dengan nama Pajpk Hotel dipungul Pajak atas pefayanan yang
disediakan oleh Hotel

{21 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengsn
pzmbayaran, termnasuk j@sa penunjang sebaga kelengkapan Holel yang
sifatnya membenkan kemudahan dan keayamanan termasuk (asiilas
olahraga dan hiburan

13} Jasa peounjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah faslilas
1elepon  faksimile, teleks internegt lotokopi, pelayanan cuci, seterikz,
transportas) dan fasiilas sejenis lainnya yang disediakan alau dikeiola
Hotel

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksyd paua ayal (2)
adalab
2 Jasa tempat linggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daeran

Jasa sewa apartemen Kondomimum gan sejemsnya,

Jasa tempat inggal o pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,

Jasa tempat tnggal di rumah sakil. asrama perawal, pant jompo.

panli @suhan, dan pant sosial lainnya yang sejenis; dan

e Jasa biro perjalanan atau perjatanan wisala yang diselenggarakan
aleh Holel yang dapat dimanfaat<an olen umum

[>3

a o

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang prbadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel
{2) Wapb Pajak Holel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Haotel

Pasal §
Dasar pengenaan Pajak Hotel adatah juinlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada Hotel

Pasal 6
Tani Pajak Hotel adalah scbesar 10% [scpuluh persen)
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Pasal 7
Besaran pokok Papk Holel .:ng lewslang diitung dengan ot
mengahkan {anl sebagaimena dimaksud Jslar Pasal § dengan dasar
penganaan pajak sebagaimana dimaksud dalum Pasal §
Pajak Holel yang larutang dipungul di Witayah Kabupalen Samosy

Bagian Ketiga
Pajak Restcan

Pasal 8
Oengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak alas pelayanan yang
larsediz oleh Reslaran
Objek Pajak Resloran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restosan
Pelayanan yang disediakan Resloran sebagamana dimaksud pada ayal
{2) mebpul pelayanan penjualan makanan danfalau minuman yang
dikonsums: vleh pembel, bak dikonsumsi di tempal pelayanan maupun
ditempal lain,
Tidak lermasuk obek Pajak Restoran sebagarmana dimaksud pada ayat
(2} adalah pelayanan yang disediakan oleh Resloran yang nila
penjualannya tidak melebiy Rp 3 000 000.-- (figa jula rupiah] sehap
bulan

Pasal 9
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi alau Badan yang membel
makanan dan/alau minuman dan Resloran
Wanb Paak Resloran adalah orang pribad  alau Badan yang
mengusahakan Restoran

Pasal 10

Dasar pengenasn Pajak Resloran adalah jumlah pembayaran yang ditenma
atau yang seharusnya ditlenma Restoran

Pasal 11

Tanl Pajsk Fesloran ditelapkan sebesar 10% {sepuluh persen)

{1

{23
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Fasal 12
Besaran pokok Pajak Resioran yang terulang dihilung dengan cara
niengalikan larl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dax.
penjenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Pajax Reslotan yang terulang dipungul di wilayah Kabunaten Samaosir

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Pasal 13
Dengan nama Pask Hiburan deungul Pajak alas penyelenggaia
Hibura
Objek Pajak Hiberan sdalon jasa penyelenggaraan Hibbran dengan
gdipungut bayaran
Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayal {Z) adalah
a.  Tonlona lm,
b Pagelaran hesenan, musik, tan, Janfalau busana,
¢ Komes hecantihan, tinarapa, dan Lejensnya,



Pameran,

[rskotik, karaoke, klab malam, dan sejemsnya,

Sirkus, akrobat dan sulap,

Permainan biiyar, golf, da~ boling,

Pacuan kuda, kendaraan hermator, dan permainan ketanghasan:
Panh pyc = refieks;, mand: vap/spa dan pusat kebugaran (filness
center), dan

Pertandingan olanraga

Hiouran kesenian rakyaviradision.al

Pasal 14
Subyek Fajak MHiburan adalah orang prbadi alau Badan yang menkmal
Hiburan
Wajb Pajak Hiburan adalah orang prbadt atau Baoan yang
menyelenggarakan Hiburan

Pasal 15
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adatah junlah uang yang ditesma atav
yang seharurnya dilenma oleh penyelenggara Hiburan
Jumiah uang yang seharusnya ditenma sebags dimaksud pada
ayat (1) termasuk potongar harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan
kepada penenma jasa Hiburan

Pasal 16
Tanf Pajak untuk setiap Jeris Hiburan adalah
a Tontonan film cengan menggunakan gedung diletapkan cebesar 0%
{dua puluh persen).
Tontonan film dengarn tga« n enggunakan gedung dnelapkan sebesar
10% (sepuluh persen).
Pagelaran kesemian musik lan danfatw husana ditetapkan sebesat

10% (sepuluh persen)

Kontes kecantikan, bingraga dan weemsny? ditetzpkan sebesar 10%
(sepuluh persen)

Pameran ditetapkan sebesar 0% (sepulub persen)

[iskatk, karaoke klab malam dan sepmisnya giletapkan sebzsa 25 %
(dua puluh ima persen).

Sukus akrobat, dan sulap onetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),
Permainan bilyar, golt. dan bohkng ditelapkan sebesar 20% (dua puluh
persen).

Pacuan kuda., kendaraan bermolor, dan permauian ketang<asan
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Panti pyat, refleks, mandi Jap/spa, dan pusa. kebugaran (fitness center)
ditetapkan sebesar 20% {dva puluh persen);

Pertandingan olahraga ditetapkan sebesa 10% (sepululi persen),
Pagelaran kesenian rakyatftradisional dietapkan sebesar 5 % (lima
persen)

Pasal 17
{1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihiting dengan cara
mengalikan 1arif sebagamana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dima'sud dalam Pasal 15
{21 Pajak Hiburan yang terutang dipungu! 61 Wilayah Kabupaten Samosir.
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Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 18

Dengan nama Paak Reklame dipungul Pajak atas penyalenggaraan

Reklame,

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal {2) melipuli:

Reklame papan/billboardividaotron/megalron dan sejemisnya,

Reklame kamn,

Raklame melekat, shker,

Reklame selebaran:

Reklame benalan, termasvk pada kendaraan,

ReXlame udara;

Reklat ve apung,

Reklame suara,

Rekiame filmislide, dan

[l Reklame peragaan

Tidak 1ermasuk sebagal objek Pajak Reklame adalah,

a Penvelenggaraan Reklame melalui inlernel, lelewvisi, rado, warla
hanan, warta mingguan, wara bulanan dan sgjanisnya;

b Labetmerek  groduk yang  melekal pada  barang  yang
dperdagunghan, yang berfungst unluk membedakan dan produk
sejens lanny s,

¢ Mama rergenal usaha alau profes. yang dipasang melekal pada
pangunan lempal usaha alau profest diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan yang mengalur nama pengenal usaha alau
profes tersebut, dan

d  Peklame vang diselenggarakan olei Pemernalah atau Pemenniih
Daerah

T @ a0 oo

Pasal 19
Supjek  Pajak  Reklame agahih crang pabad mlae Badan yoon
menggunak an Reklame
wanb  Paak  Reklame  adateh wang pranah alag Badgae oo
menyehznggarakan Reklame
Dalam hat Reklame diselenggarakan sendin secara Langsung ol oransg
pribad atau Badan, Wajib Pajak Reblaome adalant ocoang prbad. e
Badan lersebul
Dalam hal Reklame disglenggarakan malalu phiak kenga, phak kelina
lersatul menady Wb Pajak Reklane

Pasal 20

Dasar pengenaan Pajuk Reklame adalan Mia, Sewa Rexlame

Dalam hal Reklame deelenggarskan oleh phak keliga, Ndar Do
Raklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diclapkan berdasarkan
rilal knirak Feklame

Dalam hal Reklame duelenggarakan sendin Nilae Sewa Reklame
sebagamana dimaksud pada ayal {1} dimtung dengan memperhabkan
faklor jenis. bahan yarg digunakan, lokas penempatan, wiklu, @angka
wakiv penyelanggaraan, jumlaly, dan okuran medis Reklame

Dalam tal Nilao Sewa Roklame sebagarmana dmahood pada ayat ()
tidak diketahn dandatan dianggarn bdak wajar Nilal Sewa Reklame



ditetapkan dengan menggunakan fakiorlaklor sebagaimana dimaksud
pada aya! (3)

Cara perhilungan Nifal Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) diletapkan sebaga benkw Jenis Reklame X Jumfah Reklarme %
Indeks Lokasi X Ukuran Mediz  Reklame X Jangka Wakiu
Penyelenggaraan X Besar Tanf Jenis Reklame

Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dmaksud pada ayal
{5} diletapkan dengan Peraturan Kepala Unerah

Pasal 21
Tanf Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua pulub persen)

Pasal 22
Besaran pokok Pajak Reklame yang tlerulang dibilung dengan cara
mengalikan lanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasa:
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Pagak Reklame yang terutang dipungul di wilayah Kabunaten Samo.r

Bagian Kecnam
Pajak Pengrangan Jatan

Pazal 23

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dinungut P33k atas penggunaan

tenaga hstnk, bak yang dnasilkan sndin macpun diperofeh dan sumber

fain

Objek Paak Penerangan Jalan ada.ah penggunaan lenags stnk, bark

yang dihasilkan sendin maupun yang diperoieh dan sumber lain

Listnk yang dihasikan sendin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mehoun seluruh pembangk:t hslok

Dikecualikan dan onpek Parak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (Z) adalah

2 Penggunaan tenaga bistik oleh instans: Pemenniah dan Pemenntah
Daeran

b Penggunaan teraga hsink pacda tempal-depat yang digunakan oleh
wedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas Lmbal balk;
dan

c Penggunaan lenaga hs'nk yang dhasilkan sendin L zngan kapasilas
tzrenty yang lidak memerlukan izin dan instans tekms ledkail,

Pasal 24
Subjek Pajak Penerangan Jaian adatah orang pribadi atau Badan yang
dapal menggunakan tenaga stnk
Wajh Pajak Penerangan Jalan adalah orang pripath alau Badan yang
menggunakan lenaga hstnk
Dalam hal tenaga listnk disediakan oleh sumber lan, Wapb Pajak
Panerangan Jalan adalah penyedia lenaga hstnk

Pasal 25
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga
Listrik
Nilai Jual Tenaga Listrk sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan
a  Dalam  hal tenaga listrik terasal  dari sumber  lain dengan
pempayaran, Nilai Jual Tenaga Lisink adalah jumiah lagihan biaya




bebaniletop ditamban dengan braya pemakaran XWhivanabel yang
ditagihkan dalam rekening lisink;

b Dalam 1ol lenaga fislnk dihasikan sendin. Nilai Jual Tenaga Listrk
dihilung berdasarkan kapasilas lersedia, tngkal penggunaan listnk,
jangka wakly pemakaian lisirik, disn barga satuan istrik ying bertaku
d wilayah Daerah yang barsangkutan

Pasal 26
(1) Tacf Pajak Penerangan Jatkan ditelapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
{2) Penggunaan lenaga listtk car surab2 Jain oleh ndusln, pertambangan
minyak bumi dan gis alam (ant Pajak Penerangan Jaian dilelapksn
sebesar 3% (liga persen)
(3} Penggunaan tenaga listnk yang dihasitkan sendin, lanf  Papb
Penerangan Jalan ditelapkan sebe=ar 1,5% {satu koina ima persen)

Pasal 27

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terulang dilulung dengan
cata mengalikan Ll sebagaimana dimah sud dalam Fasal 26 denyan
d.rsar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

{2) Paak Penecangan Jalan yang leculang cipungut di wilayah Kabupalen
Samosir,

(3) Rasil penenmaan Paah Peneiangan Jalan sebagian dialokasikan uniuk
penyediaan penerangan jalacn

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Lagam dan Baluan

Pasal 28

{1, Oengan narma Pajak kineral Bukun Logan dan Batuan dipungul Paj.e
atas kegialan pengambilan mingral buk3n logam fan batuan

(2} Obpt Pajak Minerai Bukan logam gan Qoouan adalab keuata
pengambifan Mineral Biuken Logam Fan Batian vang mebpub

asbes,

balu tul's

palu setengah pennata.

batu xapur

bale apung,

belu permata

bentnnit,

doloni

feldspar,

garam batu (halite),

granit,

grantfandesil,

gips.

kalset,

kaohn,

leusit,

magnesil

mika,

marmer,

ntrat

ogsidien;

oker,
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pasir dan kerikil,

pastr kuarsa,

perht;

phospat.

talk.

tanah serap (lullers eann),

tanah diatome,

tanah hat,

1lawas (alum),

iras,

yarosH,

zeolt.

basal.

trakkit, dan

kk Mineral Bukan Logam dan Batu3sn lainnya sesuar dengan katentuan
peraturan perundang-undangan

Dikecualikan dari objek Pajak Mine.al Bukan Logam dan Batuan

sebagamana dimaksud pada ayal (2) adalah

a kegatan pengambiian Mineral Bulan Logam dan Balven yang
nyala-nyala tidak dinanfaatkan secara komersial, seperty kegiatan
pengambilan lanah vniuk keperluan rumah langga, pemancangan
tang lisinik/telepon  penanaman kabel hsiakitelepon, penanarnan
pipa airngas. dan

b keaatan pengambilan Mineral Bukan Lwjam dan Baluan yang

merupakan kutan dan kegialan pertamb.. g3n lainnya, yang tdak

dimanfaatkan secara komersial

==z9 338-.9‘33 N N g

Pasal 29
Subjek Pajak htinecal Bukan Logam dan Batuan adalah orang pnbad
atau Badan yang dapal mengambni Mineral Bukan Logam dan Batuan
Wajb Pajak hineral Bukan Logam dan Batuan adalah crang proad: atau
Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 30
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai
Jual Hasil Pengambiian Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nilai ual sebazgammana dimaksud pada ayal (1) dihitung dengan
mengalkz1 volumeflonase hasil pengambdaa dengan nifai pasar atau
harga sl2ndar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nila: pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata
yang berlaku di lokas) selempal di wilayah daerah yang bersangkulan
Dalam hal niar pasar dan hasi proguks: Mineral Bukan Legam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan
narga standar yang duetapkan oleh Instansi yang becwenang dalam
bidang penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal J1

Tant Pajak Mineral Bukan Logam dar (3atu i ditetapl an setesar 20% {dua
puluh persen}

(1.

Pasal 32
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Bawean yang lerutang
dihitung gengan cara mengahkan lanf pajak sebagamara dimaksud




ualam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3¢

{2; Pagk Mineral Bukan bLegans das Batuan yang lerdlang dipungul o
wilayah Kabupalen Sarmor,

Baguan Kedelapan
Pajak Parkir

Pasal 32

{1} Deng~n nama Payak Parkr dipuongut Fajak alas penyelenggaraan lernpat
parkic of luar badan jalan, bak yang disedakan bekailan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagal sualu wsaha. termazuk
panyediaan lempat penilpan kendaraan bermolor

(2) Objek Pajak Parkir adalah panyelanggaraan temnpat Parkir ¢ luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dangan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagas sualu usaha, lermasuk penyediaan lempal penmhpan
kendaraan nermotor :

(3) Tidak lermasuvk objek pajak sebagamana dimaksud pada ayat (2)

adalah-
a Penyelenggaraan tempal Parkir ofeh Pemenntah dan Pamenntan
Daerah,

b FPenyelengga.aan lempal Packr oleh perkantoran yang honya
digunakan unluk karyawannya senditi, dan

¢ Penyelenggaraan lempal Parr oleh keowaan, konsyld  dan
perwakidan negara asing dengan asas hmbal bahk,

Pasal 34
(1} Subjek Pajak Parkre adatlan orang pabadi atau Badan yang melakivan
parkw kendacaan bermolor
{2) Wajib Pajk Pakr sdalah orang prbad  atau  Badan  ying
manyelenggarakan lgmpal Parkir

Pasal 35
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adatah mlah pembayaran atas yary
seharusnya dibayar kepada penyelenggara lempat Parkir
{2} Jumlah yang seharusnya dibayar sebagamana dimaksud padga ayal )
lermasuk polongan harga Parkir dan Parkic cuma-cuma yang dibenkan
kesada penenma jasa Parkir

Pasal 36
Tanf Pajak Parkir ditetapkan sabesar 20 % {dua pului persen)

Pasal 37
{1y Besaran pokok Paek Parkirr yang leivlang dimilung dengan cafa
mergalikan tanf sebagaimana dinaksud datam Pasal 36 dengan dasar
pengenaan pajak sebagamana dimaksud dalam Pasal 35,
{21 Pajak Parki yang lerulang dipungut ¢ wilayah Kabupaten Samosir

Bagian Kesembilan .
Pajak Air Tanah

Pasal 38
{1} Dengan nama Paak Air Tanah dipungid Pajak stas pengambilan
danfatau pemanfagtan si tanan,



Objek Pajak 4 Tanah adalah pengambian danfatay pemaniaatan ar
tanah

Dikecuaukan dan abyek Pajak A Tanah adalah Pengambian dunfalau
pemaniaatan an 1ansh uniyk keperluan dasar romah langga, pengalrah
pertaman dan penkanan rakyal, serta penbadalan,

Pasal 39
Subjek Pajak Arx Tansh adalah orang prbade atau Badan yang
melakukan pengambilan danfatay pemanfaatan ar 1anan
Wab Pajak Arr Tanah adalah orang pnbars alau 8aden yang melakukan
pengambilan dandalau pemaniaatan airlanah

FPasal 40

Dasar pengenaan Pajak Asr “anah adalah Milar Perolehan Arr Tanah
Nilai perolehan anr tanah sebagamans amaksud pada ayal (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihlung gengan memparlimbangkan
sebagan alau seluroh fakior-favtor benkut

Jerms sumber arr,

Lokasi sumber ar,

Tujuan pengamtulan dan/alau pemanfaatan an,

Volume air yang dismbil danfatau dimantaatkan:

Kualtas air, dan

Tingkal kerusakan rgkungan yang diskibadkan oleh pengambilan

dan/atau pemanifaatan ar

Pasal gt
Tant Paak Ao Tanah ditetapkan sebesar 10 % {sapulub persend

Pasal 42

Besaran pokok Pajak &r Tanah yang ferutang dibiung dengan cara
mengahkan lanf sebagamana dimaksud pada Pasal 41 dengan dasar
pengenaan pajak sebagamana dimaksud pada pasal 40

(21 Paak Ar Tanah yang terulang dipungut diowilayah Kabupaten Samesi

Pasal 43
Masa pajak  uniuk pajak holel, pajak restoran, pajak hiburaa. pajak
penerangan jalan. pajak mineral bukan lojam dan batuan, dan pajak parkir:
adalah 1 (satu) bulan takwim

BAB Il
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Hesalu
Fenetapan

Pasal 44
[1] Penelapan besaran pajak daerah terutang dapal dilaksanakan dengan
cara ditetapkan Kepala Daerah atau dioayar sendin ol=h wayib pajak,
{2y Pemungulan Pajak daesrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang diborongkan
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{2}

2

n

(2}

!

(2}

13}
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Pasal 45
Wajib Pajok yang memenuti kewajiban perpajarannya berdasarkan
ketelapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPG atau
dokuman lain yang dipersamokan,
Dokumen lain yang dipersamakan sebagarmana dmaksud pada ayal ()
perupa karcs dan nela perfungan
Jermis Pgjak Daerah yang dipungutl berdasarkan dilelapkan Kepala
Daerah adatah,
a, Pajak Reklame:
B Pajak A Tanah

Pasal 46
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendin oleh wapb
pajak dibaysr dengan menggunakan SPTFO. SKPDKE, danfatau
SHPUKBY
Jenis Pajax Daerah yang dipungul berdasarkan dibayar sendii oleh
wa)ib pajak adatah
Pajak Hatel,
Pajak Resloran,
Pajak Hiburan,
Pajak Pengrangan Jatan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Balwan, dan
Papak Farkir

o e

- m o .

Pasal 47
Dalam jangk: vaktu & (hma) lahun sasugah sgnat terulangnya [eIEN
Kepala Daeral; dapal inengrbican
& SKPDKB dalam hal

1 ks berdasarkan hasil demerksaan Mau kelerangan lain, pagk
yang teritang tidak alau kucaag dibayar,

2 Jiwa SPIPD hoak gsampakan kepada Kepala Dasrah dalam
jangha waklu tedentu doan setelah dilegor serara leruyhs ik
disampakan pade wiklonya <ebigamang dlentukan anlam
sural lequian

3 dika kewapnan menges SETED hdak dhpenghn pagak yar
terutang dituting secarajatialan

o SKPDKAT pka dnemukan dala baru danfaliue Goia yany EHATEY
pelun lerungkap vang menyetabkan panambahan jurdan pajt
yar g leruiang

c SKPON pha jumlan pagk yany ferlang sama besarays dengan
jumiah kredit paiak alau pajak ldak terutang dan hdak ada kredd
pajak

Jurniah kekurangan pajak yang terulang caam SKPDKB sebagaimana
dimzksud pada ayal (11 horuf a angka 1 dan angka 2 dikenakan gank:n:
adminstrat! berupa bunja sabesar 2% dua parsen) sebulan ditniung
dari pajak yang kuranyg alou terlambat dibayar unluk jangke waklu palineg
lama 24 (gua puluh empal) bulan diitung sepek saal lerulangnya pajax

Jumtal- kekurangan pajak yang leruiang dalam SKPDKBT sebagamana

dimzksud pada aval {1) huruf b dikengkan sankst admirusiralil berup.
kenakan sebesar 100% {seeatus perseny dan jumiah kekurangan pagak
lerse:bul

Kenaultan sebagaimana dimaksug pada ayat {3) hdak dikenakan jik

Wajih  Pajak  melaporkan  sendir sebelom  dilakukan  bndakan

pemenksaan

15



(5] Jumlah pajak yang lerutang dalem SKPOKF8 sebagaimana dimaksid
pada aya! (1) huruf a angka 3 dikenakan sanks: adnnustratil berupa
kenakan sebesar 25% {dua puluh lima persen) dan pokok pajak
ditambah sanksi administralit berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dibtung dan pajak yang kurang slau terflambat dibayar untuk
jangka wakiu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihtung sejak saat

i terutangnya pajak

Pasal 48
Kelentuan lebih lanul mengenar 1at3 carg pemungutan Pajak Daerah

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 49
(1Y Tata cara penerbitan SKPD alau dokumen lain yang dipersamaban,

SPTPD. SKPDKR. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 aya! (1) dan Pasal 46 ayal (1) da.we cengan Peraturan Kepala
Daeran

(2] Keteniuan i:bih lamut mengenal tala cara pengisian dan penyampalian
SKPO atau dokumen lain yong dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, Jan
SKPOKBT sebagaimana dimaksud catam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46
ayat (1) diatue dengan Peraturan Kepala Daerak

Baglan Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 50
1) Kepala Daerah menentukan langgal j2wh ‘empo pembayarar dan
penyeloran pajak yang teruiang palng 'ama J0 {uga pulun) han kerja
setelah saat terulanqnya pajak
(2) SKPD SKPDKB, SKPDKBT. STPD, Surat Kerutusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Pulusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penacihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka wak!u paling iaina 1 {satu) butan sejak
tanggal diterbilkan
13) Kepala Daerah atas permohonan Wapnd Pgiak  setelah memenum
parsyaralan yang ditentukan dapa! memberikan perselujuan kepada
Wapb Pajak unluk mengangsur 3lau menunda pembayaran pajak
dengan dikendkan bunga sebesar 2% {dua parsen} sebulan
(43 Kelentuan lepin lanul mengenal 13ta cara pembayaran, penyetoran,
tempal pembayaran, angsuran, dan penundaan pecmbayaran pajak diatur

dengan Peraturan Kepaia Daerah

Pasal 31
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPOXBT, STPD,

(R3]
Surat Kepulusan Pembeltulan. Sural Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar olen Wayb Pajak pada waklunya

dapat ditagth dengan Surat Paksa
Penaghan Pajak Dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-uncangan
Ketentuan lebih lanjul mengenai Penaphan Pajak Dengan Surat Paksa

dialur dengan Peraturan Kepala Daerah
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Pasal 52
Pembayaran dilakukan di Kas Qaerah alau lempal tain yang dilujuk oleh
Kepala Daerah sesuat wakiu yang ditentukan dalam SKPD dan SPTPD
Apabia pemibayaran pajak diakukan dilempat lain yang ditunjuk, hasil
penenmaan pajak harus diselorkan ke Kas Daerah selambat-lambataya
1 x 24 jam alau dalam wakly lain yang ditentukan ofeh Kepala Daerah
Pembayaran pajak sebagaimzia dimaksud pada ayal (1) dan (2|
dilakul.an dengan mengqunakan SSPD

Pasal 53
Pembayaran dilakukan di Kas Dacral alau tempatl lan yang dilujuk ofel:
Kepala Daerah sesuai wakiu  yang ditenlukan  dalam  SKPDKL
SKPDKBT gon STPD
Apobia pembayaran pajak dilakukan diecnpat Tam yang diunjuk  hasil
penenmaan pajsk barus disetorkan ke Kas Daerah selambal-lambalnya
1 x 24 jam atau dalam wakty lain yang ditantukan oleh Kepala Daerat
Pen bayaran pa@ak sebagamana dircaksud pada ayal (V) dan (21
dilaknkan dengan menggunakan SSPI

Bagian (etiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 54
Kena a Daerah dapal menerbitkaa STPD jika
a Pajak dalum ishun beralan tdak alau kurang dhbuya’ danfatau
b Dari hast penghhian SPIPD terdapal keliurangan pembay.rrar
sebagal gkibal salah uls danfati u alah riueg dan‘atay
¢ Wajb Pajar dikenakan sanksi admmistrall beupa Hunga danfatau
cenda
Jumiah kekurangan paak yang terutang dolam STPD sebagamnians
dimaksud pada ayat (1) hurul 2 gan heraf b ditambah dengan sanks
adminisiatif berupa bunga sedesar 2% (dua persen) setiap bulan untik
pahing lama 15 (lima belas) bulan sejak saal terulanqnya pajak
SKPD yang bdak alau kurang dibayar setelsh jaluh lempo pembayaran
diken-kan sanksi admimisirabf berapa bunga sebesar 2% (dua perven:
sebulan dan dinagih rieiziu STPD

Bagian Keempat
Kadaluwarsa Penagihaa

Pj}al 55

Hak unluk melakukan penagihan Pgjax menjadh kedaluwarsa selelah
melampaw waklu S (kma} 1ahun lerhitung sejak saal terulangnya Pajak
kecuali apabia Wad Pazax melakukan tndak pidana di bigang
perpajakan daerah

Kedaluwarsa penagihan Pajak secbagaimana dimaksud pada ayatl (1)
tor angguh apabila

a3 Dilerbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, alau

b. Ada pengakuan ulang pajak dari Wajib Pajak. baik langsung maupun

tdak langsung ’

Dalarn  ha! dierbitkannya sural leguran dan'alau  sufal  paksa
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurufl a. kedaluwarsa penaghan
dihitung sejak tanggal penyampaian sural paksa lersebut.

1+
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Pengakuan ulang Parak secara langsung ssbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadatannya menyatakan
masih mempunyar utang Pajak dan belum melunatinya kepada
Pemenntah Daerzh

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaxsurl pada
ayal {2) hurul b dapal diketahur dan pengajuan permohonan angsuran
alau penundaan pembayaran dan permohonan keberalan oleh Wapb
Pajak

Pasai 56
Pivtang Pajax yang Wdak mungken ditagih 13ge warena nak  uniuk
melakukan penagihan sudah kedaluwaisa dapat dihapuskan
Kepala Daerah menetapkan Keputusar Penghapusan Piutang Pajak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana ... maksud pada ayal {1}
Tata cara penghapusan ptang Pajgk yasng sudah kedaluwarsa diaiu
dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kelima
Keberatlan, Banding dan Gugatan

Pasal 57
Wayb Pajak. dapal mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atlas suatu
SKPD,
SKPDKB,
SKPDKBT
SKPDLB,
SKPDN, dan
Pemolongan alau pemungutan oleh pihak keuga bergasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak.in daerah
Keberatan digjukan secara leduls dalam bahasa Indonesia dengan
disertar alasa. -alasan yang |elas
Keberalan harus diajukan dalam jangka wakiu paiing lama 3 (ga) bulan
serak 1anggal suratl. 1anggal pamotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1}, kecuah jka Wapb Pajak dapal menunjukkan
bahwa (angha waklu ilu tdak capal dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasagnnya
Keberatan dapai diajukan apabila Wajib Pajak tetah membayar paling
sedikit sejumliah yang telah disetujur Wajib Pajak
Keberatan yang tidak memenunhi persyaratan sebagamnana dmaksud
pada ayat {1} ayat (2}, ayat (3) dan ayat (4) udak dianggap sebaga
Spral Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
Tanda penenmaan sural keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah
atau pejabal yang ditunjuk atau landa penginman <urat keberatan
melalui surs! pos tercalal sebagai tanda bukh penerimaan surat
keberaltan

=M A mT e

Pasal 58
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling tama 12 (dva belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberalan ditenma. harus memberi kepulusan atas
keberatan yang diajukan
Keputusan Kepala Daerah alas keberatan dapal berupa menernma
selucuhaya alau sebagian menolak, atau menambah besarnya pajak
yang leruteng
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Apabila jancka waktu sebiganana diroaksud pada ayal (1) lelab lewat
dan Kepala Daerab tdak memben sualu kepuiusan, keberalan yoang
diajuhan lersebut dranggap dikabul<an

Pasal 59
Wapb Pajak dapal mengaukan parmohonan banding hanya Keparia
Pengadilan Pagppk lerhadap kepulutan mengenar kaberatannyd yany
ditatapkan oleh Kepala Dacrah,
Permohonan banging sebagaimana omoksud pada ayat (1} aiapuk.an
secara lertulis dalam bahasa Indones.a, dangan alasan yang jelas ¢atnin
jangba waklu 3 (lga) bulan sejak keputusan ddenma dilampin satnan
dan sural keputusan knberalan lersebut
Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewapban membay i
pajak sampal dengan t {satu) bulan sejak langgal penerbitan Putus.n
Banding

Pasal 60
Jika pengajuan keberalan 3zlau permohonan banding dkabulkan
sebagian alau seiwruhnya, kelebthan pembayaran pajak dikembatkan
dengan ditarnbah wmbalan bunga sebesar 2% {(dua persen) sebulin
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
Imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilung sejak
b an peluncsan sampal dengan diterbitkannya SKPOLE
Qafam hal keberatan Wajib Pajak ditolak alau dikabulkan sebagran
Wajib Pajak dikenar sanks) adminisirall berupa denda sebesar 50% (hma
puluh persen) gan wmiah pajak berdasarkan kepulusan kederalan
dikurangr dengan oajak yang telan dibayar cchezlum  mengajuk.
kebearatan
Dalam hat Wapb Pajak mengaukan permohonan bandwng, sanks
adnumsiran!  berupa denda sebesar 50% (Ima puluh persen’
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) idak dikenakan
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikahulkan sebagian, Wapb
Pajak dikena: sanksi adminsiraht berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dan Jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurani
dengan pembayaran pa2jak yang lelan dibayar sebelum mengajukin
keberatan

Pasal 61
Gugatan digjukan secara lenuls dalam Bahasa Indonesia kepaua
Pengadilan Pajak
Jangka waktu wunluk mengaukan gugatan terhadap pelaksanaan
penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hot sejah 1anggal penaginan
Jangka waklu unluk mengajukan gugatan terhadap Kepulusan lain setain
gugalan sebagaimana dwmaksud pada ayal (2) adalah 30 (tiga pulub) han
sejak dilenma Keputusan yang digugat
Jangka wakitu dimaksud pada ayal (2) dan ayatl (3) vdak mengikat
apabtla jangka wakiu dimaksud lidak dapal dipenuh kargna keaadaan
diluar keksasaan penggugat.
Perpanjangan jangka waklu sebag{anmana dimaksud pada ayat {d)
adalah 14 (empa! belas) hari terhitung sejak berakhiunya keadaan diluar
kekuasaan penggugal
Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penaghan atav 1 (salu) Kepulusan
diajukan 1 {satu) Sural Gugalan.




Pasal 62

Hal-nal lain yang perkailan dengan pelaksanaan keberatan, banding dan
- gugatan, sepamang Lidak dialur lain dalam Peratucan Daerah ini dilaksanakan
sesuar dengan helentuan peraiuran perundang-undangan

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembalalan, Pengurangan Keletapan

dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administeatil

Pasal €3

(1) Atas permohonan Wapb Pajak atau karena jabatannya. Kepala Daerah

(21

13)

(1

12}

dapal membetulkan SKPD, SKPDKE, SKPDKBT atau STPD, SKPON

atsu SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapal kesalahan tulis

danfatau kesalahan hidung dan/atau kekelruan penerapan ketentuan

terientu dalam peraluran perundang-undangan perpajakan daerah

Kepala Daerah dapat

3 Mengurangkan alau menghapuskan sankst admunistrat! berupa
bunga. denda, dan kenaikan pajak yang terulang menurul peraturan
perundarg-undangan perpajakan daerah, dalam hai sanksi lersebut
dkenakan karena kekndafan Wapb Pajaic alav bukan karena
kesalahannya,

& Mengurangkan atcu membatalkan SKPD, SKPOKEB SKPOKBT atau

STPD. SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar

Mengurangkan atau membaltalkan STPD

d Membatalkan hasil pemerksaan atau keletapan paak  yang
dilaksanaka alay diterbikan hdak smsuar dengan lata cara yang
ditentukan dan

e Mengurangkan kelelapan pajak erutang becdasarkan perbmbangan
wemampuan membayar Waph Pajsk alau kondisi lertentu objek
pajak

Ketenuan  lebih  lanul  mengenar 131a cate  pengurangar.  alau

peaghapusan sanksi administralif dan panguranga. alau pembdalalan

ketetapan pajak sebagaimacra dimaksud pada ayal (2} datur Jengan

Peraturan Kepala Daerah

o

Bagian Ketujuh
Fengembalian Pembayaran Pajak

Pasal 64
Atas kelebhan pembayaran Pajak VWaub “'ajak dapal mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala D3erah
Kepala Daerah dalam jangka waklu palng lama 12 (gua belas) bulan,
sejak ditenmanya permohonan pengemtalian keietihan pembayaran
Pajak sebagaimana Oimaksud pada ayat (1) hacus memberikan
keputusan
Apabila jangka waktu sebagaimana diaaksud pada a,st (2) telah
vlampaw dan Kepala Daerah Udak membzarkan sual. keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pujak dianggap dikabulkan dan
SKPOLB harus d:ierbitkan dalam jangka wak'u paliny lama 1 {satu)
oulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai Jiang Paak larnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (i) largsung
dipertwtungkan untuk melns st tedlebih dahulu stang Pajak tarsetut,
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Pengembaban kelebihan pembayaran Pajak SEQAgaIMana  cimaks !
pada ayal (1) ddakukan dalam jangka waklu paling iama 2 (dua} bulan
sejak duerbikannya SKPDLB.

Jiks pengembalian kelethhan pembayaran Papsk dilakukan selelal lew.a
Z {dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebasar 2%
{dun persen) sebulan atas katariambalan pembayaran kelobhatt
pembayaran Pajak

Pengemiaiian keletihan pembayaran papak dan bunga sebagamana
dimaksud pada ayal {1} dan ayal (8) dibebankan pada APBD

Tata cara pengembalian keletihan pembayaran Pajak sebagaimana
chmaksud pada ayal (1) diatwr dengan Peratwian Kepala Daerah

BAB IV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKS AAN

Pasal 65
Wayb Pajak yang melakukan usaha dengan omzel paling sedikn Rp
IR0 00000000 (uga  ralus  gula  rupah) per tahun wapb
menyelenggarakan pembukuan alau pencatalan
Krleria Waph Paak dan penentuan besaran omzel seda lala card
perbukuan atau pencatalan sebagaimana dimaksud pada ayal {1) dalur
drmgan Pe, aturan Kepata Daarah,

Pasal 66

Kepala Daerah berwenang melakukan pemenksaan uniuk  mengup

kepatuhan pemenchan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan peoaluran perundang-uadangan parpajakan gagah

Wapb Pajak yung dipenksa wajit

a MNemperhhatkon ganfalau memisjambkan boke idau catatan, dokume:
yang menadi dasamya gan dokumen lain yant berbubungan denaan
obiek Pajak yang terutang

b Membankan kesempatan unluk memasuk: tlempat alau ruangan yonn
dizngganp  pero dan momoenkan bachean gona kelimcoaran
pemershsaan danfalsu

¢ Membenkan keterangan yang thparhi<an

Ketenluan lebih lanjul mengena: lala rara pamaenksaan Pajak datu

dengan Peraturan Kepala Oaerah

BAB V
INSEHTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67
Inslanss yang melaksanakan pemungutan Paak dapal dican insentil atas
dasar pencapaian kinena lerlentu
Pemberian insentl sebagawmana dimakswd pada ayal {1) ditetapkan
melalu Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah.
Tata cara pembenan dan pemantaalan nsanb! sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dialyr dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB Vi
KETENTUAN KXH1ISUS

Pasal 68
Setiap pejabal dnarang mambentanuian kapada pihak 1ain segala

sesualu yang dikelahui alau dibsritab ukan kepadariya oleh Wajib Pajak
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dalam rangka jabatan atau pekenaannys untuh menjalankan ketentuan

peraluran perundang-undangan perpajakan daersh

Larangan sebagaimana dimaksud pacs ayal (1} berlaky juga terbavag

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah uniuk membanty dalam

pelaksanaan ketentuan peraturan  perundang-unda.igan perpajakan
daerah

Dukecualikan dan ketentuan sebagaimana timaksud pada ayal {1} dan

ayal {2} adalah

a Pejabal dan lenaga anl yang sertindak sebagar sak alau saks «
dalam sidang pengadilan.

b Pejabat danfatau lenaga ah' yang ditetapkan oten Kepaia 0 erat
untuk memberikan keterangan kepada pejabal lembaga negafa alau
nelans Pemenntah yann berwenan)) melakuhan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah. Kepala [ae ah berwenang memben 1Zin

lertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lenaga

ahli sehagaimana dimaksud paca ayal (2). agar membernkan kelrrangar,
mermperlinatkan bukl lertuls dan awaw leniang Wajib Pajak kepndd pihak
yang ditunjuk

Unluk kepentngan pemenksaan di peng.dilan deiam perkara pidana

slau perdata, atas permintaan hakim sesua dengan Hukum Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Gaerah dapal memben izin

terlulis kepada pejabal sebagamany dimaksud pada ayal (1), dan

tenaga ahl sebagaimana fimaksud pada ayal {2), unluk inemt enkan
dan memperihalkar, bukb terlulls dan keterangan Wayb Pajak yang ada
padanya

Permintaan  hakim  sebagamana dimaksud pada  2ysl {5} harus

menyebutkan nama lersangka alau nama lergugal, kelerangan yang

diminta seda kallan anlara perkara piduna alau perdala  yang
persangkutan dengan keterangan yang himinia

BaB Al
PENYIDIKAN

Pasal 69

Feabat Pegawa Negen Sipl lertentu di ingkungan Pemearntah Daerah

diben wawenang khusus sebagal Peayicik untuk melak tkan penyidikan

lindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peryidik sebagaimana dimaxsud pads ayat (1} adalah pejabat pegawai

negen sipil tertentu di hngkungan Pemerintah Daerah yang diangkat cleh

pejabal yang berwenang 3esual dengan keleatuan peratiean perundang-
undangan

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah

a  Mengnma, mencan, mengumputkan, dan meneti kelerangan atau
laparan berkenaan dengan tndak pidana di dang perpajakan
Daerah agar kelerangan atau laporan tersebut menjad lebih lengkap
dan jelas,

b Menelli, mancan, dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbualan yang dilakukan
sehubungan dengan indak [idana perpajakan Daerah’

¢ Meminia kelerangan dan bahan bukl dafi orang pribadi atau Badan
sehubungar Jengan tindak pdana ¢ bidang perpajakan Daerah,

¢ Memeriksa buku, calatan, dan dokumen lan berkenaan dengan
tindak pidana at bidang perpajakan Daerah,
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e Melakukan  penggeledahan untuk mendapatkan  bahan  buk)
pembukpan. pencalalan.  dan  dokumen Jan serla  mglkukon
penyilaan lechadap bahan bukli larsebul

f Meaunta bantuan tonags onli delam angke palaksgnaan togd
penyakan ndak p daina i iwdang perpajakan Daascih

g Menyuruh berhenl danfala, melirang seseorang memngyak,
ruangan atau lempat pada saat pemenksaan sedang belangiung
dan memenkssd wWentias arang  bendi, ckealae gokumen yary
dibawa,

B Meriplrel  seseorang  yang  Decialan dengon ungak  pidan
perpajakan Daerah,

| Meranggl orang unluk  tdennan ketzianuannya dan diprtikiag
sehag tersangka alau saks,

y  Menghentkan penyigikan, danfalat

k  [delakokan tindakan lam yang jeru untuk kelancaran penyidikan
trgak mdana o bida g perpajikan Dacrah sesua dengan kelenluan
peraluran perundang-undanygan

Ponyidik  sebagaimana  dimaksud  pada syl (1 mgrnbenitib ks

dimulainya geayidikan dan menyampakan hasi penydikannya kepoda

Ponuaiul Uiane melaly' Penyddix Peabat Folis Megara Regobht

Infgaesiz sesuadengan keglenluan yang dialur dalam Undang-LIndany

Hulium Acara Pidiana

BAB VIl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Wajib Pajak yang karena kealpaaniya hadak manyampaikan SPTPD atay
nwengis: gégan ldak benar alau udak lengkap Alaw melamparkan
xelerangan yang hdak benar nehongna merugikan kauangan Daerar
dapal dipidana dengan pidana kurungan pahing lama 3 {salu) tahun alan
pidara denda paling banyak 2 {dual kal jumlah parak tetutang yang wdak
alaL kurang dibayar

Waib Pajak yang dengan sengaja tdak menyampakan SPTPO alau
meng:st dongan bidak benar alau tdak lengkap atau melamprian
keleranga yang hoak benar sehingga merugikan keuangan Daegrah
dapat dipidana oengan pidana penjara paling lama 2 {dua) L3hun atau
pidana denda paling banyak 4 {empal} kali jurntab pajak lerutang yang
lidak atau kurang dibayar

Pasal 71

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah Ldak dituntut setelgh melampaun
Jangka waklu 5 (lma) lahun sejak saat lerulangnya pajak atau berakhhnya
Masa Fajak atau berakhrnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersanygkutan

(1)

(2}

Pasal 72

Pejabal alau lenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Jaerah yang karena
kealpaannya Udak memenuhi kewajiban merahasakan nal sebagamana
dimaksud dalam Pasal 68 ayal (1) dan’ayal (2) dipidana dengan mdana
kurungan paling lama 1 {salu} lahun dan pidang danda palng banyak
Rp. 4 000 000,00 fempal jula rupnan)

Pejabat atau lenaga ahb yang diunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan
sengala  hdak memenuhi  Kawajibannya  alay  seseprang  yang
menyebabkan tidak dipenuhinya  kewajfiban  pejabat sebagaimana

A3



dimaksud dalam Pasal 1,8 ayat (1) dan avat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) lahun dan pidana denda pahing banyak Rp
10.000 000,00 (sepuluh pita ruprah)

{3) Penuntutan terhadap findak pidana sebarjamana dmaksud pada ayal
(1) dan ayal (2) hanya ddakukan slas pengaduan ofang yang
kerahasiaannya dilanggar

(4) Tuntutan pdana sebajaimana dimaksud pacda ays (1) dan ayat (2)
sesuar dengan sfalnya adaslah menyangkul kepentngan pnbadi
seseorang atau Badan selaku Wajb Pajak karena v dijadikan hndak
pidana pengaduan

Pasal 73
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2}, dan
Pasal 72 ayat (1) dan ayal (2) merupakan penenmaan negara

BABIX
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 74
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah im maka
3 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pajak Restoran,
b Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nemor 5 Tahun 2005 1entang
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gahan Golongan C
¢ Peraluran Daerab Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2003 tenlang
Pajak Hotel,
o Peratyran Daerah Kabupaten Samosn Nomor 7 1ahun 2005 tentang
Pajak Reklame,
e Peraturan Daerah Kabupaien Samosir Nomor 4 Tahun 2008 teatang
Pajak Pajak Penarangan Jalan, dan
t  Peraturan Daerah Kabupalen Samosit Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pajak Hiburan
dinyatakan bdak berlaku lag
(21 Hal-hal yang belum diatwe dalarn Peraluran Daerah i sepanjang
mengenar pelaksanaannya dialur dengan Peraluran Kepsla Daerah

Pasal 75
Peraturan Daerah i berlaku sejak langgal dundanrgkan
Agar seltap orang mengelahuinya memerinlghkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menerpatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir
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